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PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 

NOMOR  4  TAHUN  2009  

TENTANG  

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA SEMARANG, 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat dalam 

pelaksanaan pemerintahan, .pembangunan dan kemasyarakatan serta 

melestarikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat perlu dibentuk 

lembaga kemasyarakatan di kelurahan untuk membantu penyelengaraan 

pemerintahan kelurahan;   

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu dibentuk   

Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, 

perlu dibentuk  Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan 

Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah  Kota Besar  dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat dan Derah Istimewa  Yogyakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             Nomor 

4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya 

Daerah Tingkat II Semarang  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3079); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan 

Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II 

Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan 

Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang  dalam 

Wilayah Propinsi  Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);   

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan; 

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan 

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17); 

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota 

Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 

8,Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18); 

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang  (Lembaran 

Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 17  ,Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Semarang Nomor 24). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG 

dan 

WALIKOTA SEMARANG 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN.  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Semarang. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Semarang. 

4. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah. 

5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja 

Kecamatan.                                                                                                                                                                                                                                                       

6. Lurah adalah Kepala Kelurahan.   

7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan 

kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat. 

8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang 

dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.                                                   

9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang 

dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang 

berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan 

kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kelurahan 

dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. 

10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah 

lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga Kelurahan yang bersangkutan untuk 

membantu Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta 

menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.  

11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya 

disebut TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah 

dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, 

pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk 

terlaksananya program PKK. 

12. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan 

generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab 

sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau 

komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang 

secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial. 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2  

(1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.    

(2) Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada         

ayat (1) adalah : 

a. RT; 
b. RW; 
c. Tim Penggerak PKK; 
d. LPMK;     
e. Karang Taruna.      
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(3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dibentuk  atas prakarsa masyarakat dan / atau  prakarsa masyarakat yang difasilitasi 

Pemerintah Daerah melalui musyawarah dan mufakat.  

(4) Hasil pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan dengan Keputusan Lurah. 

Pasal 3 

Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, diatur dengan Peraturan Walikota. 

 

BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 4 

Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah : 

a. untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan 

peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna 

dan berhasil guna; 

b. untuk membantu kelancaran tugas Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, 

pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; 

c. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan 

yang bertumpu pada masyarakat. 

Pasal 5 

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya 

pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan urusan 

pemerintahan.  

 

BAB IV 

TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN  

Pasal 6 

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b mempunyai tugas 

membantu pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. 

 

Pasal 7 

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mempunyai fungsi : 

a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; 

b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; 
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c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan 

swadaya murni masyarakat; dan 

d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. 

 

 

Pasal  8  

(1) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai 

tugas membantu Pemerintah Kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan 

peningkatan kesejahteraan keluarga. 

(2) Tugas TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah 

Kota; 

b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati; 

c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Lingkungan, RW, RT dan 

dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan 

disepakati; 

d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya 

keluarga untuk meningkatkan  kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan 

yang telah ditetapkan. 

e.  melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup 

kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera. 

f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja; 

g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan 

kesejahteraan keluarga di kelurahan; 

h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan 

tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat; 

i. melaksanakan tertib administrasi; dan 

j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK 

setempat. 

 

Pasal 9 

TP PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai 

fungsi : 

a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan 

program PKK; dan 

b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.  

 

Pasal 10  

LPMK sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d mempunyai tugas menyusun 

rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat 

masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. 

 


